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PUTUSAN
Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Tbh
> Al poz dlalll oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Halimah binti Rasiman, NIK 1404057112920002, Tempat dan Tanggal
Lahir Karya Tunas Jaya, 31 Desember 1990, Umur 32 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Pematang Sauri,
Blok C, RT004, RW002, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan
Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut sebagai
PENGGUGAT;

melawan

Trimanto bin Moch. Hasim, NIK 3305031402840001, Tempat dan Tanggal
Lahir Kebumen, 14 Februari 1984, Umur 39 tahun, Agama
Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Terakhir dahulu tinggal di Dusun Pematang Sari, Blok
C, RT004, RW002, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan
Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan
sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah
Republik Indonesia, disebut TERGUGAT .;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24
Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Tembilahan dengan register Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 24
Oktober 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana
dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0108/007/V/2018, tertanggal 24
Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Karya Tunas Jaya,
Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 5
(lima) bulan, kemudian terakhir hidup bersama di rumah sewa di Desa
Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai
hidup), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan (ba’'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami
isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;
a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin
yang layak kepada Penggugat;
b. Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;
C. Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat.
6. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan
memuncak pada bulan Januari tahun 2020 yang menyebabkan antara lain:
a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10
Januari 2020 atau sudah selama 3 tahun 9 bulan, Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat ingin
merantau mencari pekerjaan tetapi hingga saat ini tidak pernah pulang
dan tidak pernah menghubungi Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan
Tempuling dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh
Wilayah Republik Indonesia;
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b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak
dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah
lahir maupun bathin sejak bulan Januari tahun 2020;
c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang
baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan
Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di
seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 3 (tiga)
tahun atau sejak tahun 2020 hingga saat ini, berdasarkan Surat
Keterangan Ghoib dengan Nomor : 02/PEM-KTJ/X/2023, yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Karya Tunas Jaya yaitu Dewi Arini, tertanggal 24
September 2023;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No.
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik
diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Trimanto bin Moch.
Hasim) Terhadap Penggugat (Siti Halimah binti Rasiman);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada
mengutus orang lain sebagai wakillkuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang
dibacakan di ruang sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak
datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sabh;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka
Penitera Pengadilan Agama Tembilahan telah mengirimkan surat teguran
kepada Penggugat dengan suratnya Nomor :  361/PAN.PA.W4-
A4/HK2.6/111/2023 tanggal 05 Maret 2023 agar Penggugat menambah panjar
biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Penitera Pengadilan Agama Tembilahan telah pula membuat
laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Tbh
tanggal 05 April 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah
habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

berdasarkan surat Penitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
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361/PAN.PA.W4-A4/HK2.6/111/2023 tanggal 05 Maret 2023, akan tetapi
Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya,
sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Tbh
tanggal 05 April 2024 yang isinya Penggugat sampai batas waktu yang
ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh — sungguh dalam
mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh -
sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu
memutuskan perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register
perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk
mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan
biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Tbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05
April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh
kami AMRY SAPUTRA, S.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD
AIDZBILLAH, S.SY. dan AHMAD KHATIB, S.H.l.,, masing-masing sebagai
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Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.l, sebagai

Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.SY. AHMAD KHATIB, S.H.l.
Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 80.000,00
- Panggilan 'Rp 425.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000.,00
Jumlah 'Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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